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Article Info Abstrak 

Article History The rapid development of technology in the global era has created 

various innovations with significant economic value while also 

presenting challenges in terms of legal protection. This study aims 

to analyze the forms of legal protection for technological 

innovation through Intellectual Property Rights (IPR), identify the 

role of IPR in providing legal certainty for innovators, and examine 

the challenges of IPR protection in responding to technological 

development and globalization. This research applies a normative 

legal research method with a literature study approach. The 

research data are derived from laws and regulations, international 

agreements, books, scientific journals, and relevant documents 

related to IPR protection and technological innovation. The results 

show that technological innovation can be protected through 

various IPR, including patents, copyrights, trademarks, trade 

secrets, and industrial designs, according to the characteristics of 

the protected object. At the international level, the TRIPS 

Agreement, the Patent Cooperation Treaty (PCT), and various 

mechanisms under the World Intellectual Property Organization 

(WIPO) play an important role in supporting cross-border IPR 

protection. However, such protection still faces several challenges, 

including technological development that progresses faster than 

legal reform, the territorial nature of IPR, regulatory differences 

among countries, and the complexity of infringements in the digital 

environment. This study concludes that effective legal protection for 

technological innovation requires adaptive regulations, consistent 

law enforcement, integrated IPR management strategies, and 

international cooperation. Such protection is essential to provide 

legal certainty, promote innovation and technology transfer, and 

enhance competitiveness in the global economy.  

Received : 11 Maret 2026 
 
Accepted : 20 April 2026 

Published : 30 April 2026 

Keywords 

Legal Protection; 

Technological Innovation; 

Intellectual Property Rights. 

PENDAHULUAN 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era global telah membawa 

perubahan yang sangat cepat dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Kemajuan 

teknologi digital, kecerdasan buatan, bioteknologi, teknologi informasi, aplikasi 

perangkat lunak, teknologi finansial, serta berbagai inovasi berbasis industri modern 

telah menciptakan peluang ekonomi yang semakin luas. Inovasi tidak lagi hanya 

berfungsi sebagai sarana meningkatkan efisiensi produksi, tetapi telah menjadi salah 

satu sumber utama daya saing perusahaan dan negara. Dalam kondisi tersebut, 

kemampuan menghasilkan, mengembangkan, dan memanfaatkan inovasi teknologi 

menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan 

produktivitas, serta memperkuat posisi suatu negara dalam persaingan global. 

Inovasi teknologi pada dasarnya lahir dari proses intelektual yang membutuhkan 

pengetahuan, kreativitas, keterampilan, waktu, modal, penelitian, serta investasi yang 

tidak sedikit. Hasil inovasi tersebut dapat berupa penemuan teknologi baru, metode 

produksi, perangkat lunak, desain produk, karya digital, merek, rahasia bisnis, maupun 

bentuk kekayaan intelektual lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Ketika suatu inovasi 

berhasil dikembangkan dan memiliki nilai komersial, muncul kebutuhan untuk 
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memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang menciptakan atau 

mengembangkannya. Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, hasil inovasi 

dapat dengan mudah ditiru, digunakan, diproduksi, atau dikomersialkan oleh pihak lain 

tanpa persetujuan pemiliknya. 

Dalam konteks tersebut, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mempunyai peranan 

yang sangat penting sebagai instrumen hukum untuk memberikan perlindungan 

terhadap hasil kreativitas dan inovasi manusia. HKI memberikan hak tertentu kepada 

pencipta, inventor, desainer, pelaku usaha, maupun pemegang hak untuk memperoleh 

pengakuan dan manfaat ekonomi atas karya atau inovasi yang dihasilkan. Perlindungan 

tersebut mencakup berbagai rezim, seperti paten, hak cipta, merek, desain industri, 

rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, serta bentuk perlindungan kekayaan 

intelektual lainnya sesuai dengan karakteristik hasil inovasi yang dilindungi. 

Keberadaan perlindungan HKI memiliki hubungan yang erat dengan 

pengembangan inovasi teknologi. Pemberian hak eksklusif dalam jangka waktu tertentu 

memberikan kesempatan kepada inventor atau pemegang hak untuk memperoleh 

manfaat ekonomi dari hasil penelitian dan pengembangannya. Kondisi tersebut dapat 

menjadi insentif bagi individu, perguruan tinggi, lembaga penelitian, maupun 

perusahaan untuk terus melakukan penelitian dan menghasilkan inovasi baru. Dengan 

demikian, perlindungan HKI tidak semata-mata berfungsi melindungi kepentingan 

pribadi pemegang hak, tetapi juga memiliki fungsi ekonomi dan sosial dalam 

mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, dan industri. 

Perlindungan terhadap inovasi teknologi menjadi semakin penting pada era 

globalisasi karena perkembangan teknologi telah menghapus berbagai batas geografis 

dalam aktivitas ekonomi. Produk dan teknologi dapat dipasarkan serta dimanfaatkan 

secara lintas negara dalam waktu yang relatif singkat. Kemajuan internet dan digitalisasi 

bahkan memungkinkan hasil karya intelektual untuk disalin, didistribusikan, dan 

digunakan secara masif tanpa membutuhkan perpindahan barang secara fisik. Kondisi 

tersebut menciptakan peluang besar bagi komersialisasi inovasi, tetapi pada saat yang 

sama juga meningkatkan risiko pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual. 

Dalam lingkungan digital, berbagai bentuk pelanggaran HKI dapat terjadi dengan 

cara yang semakin kompleks. Penyalinan perangkat lunak tanpa izin, pembajakan karya 

digital, pemalsuan merek, penggunaan teknologi tanpa lisensi, pengambilalihan rahasia 

dagang, plagiarisme, hingga pemanfaatan hasil karya melalui teknologi kecerdasan 

buatan merupakan beberapa persoalan yang menunjukkan semakin kompleksnya 

perlindungan kekayaan intelektual. Perkembangan teknologi bahkan sering berlangsung 

lebih cepat daripada kemampuan regulasi untuk menyesuaikan diri. Akibatnya, dapat 

muncul kesenjangan antara perkembangan inovasi teknologi dengan kesiapan perangkat 

hukum dalam memberikan perlindungan secara efektif. 

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap inovasi 

tidak cukup hanya diwujudkan melalui keberadaan peraturan perundang-undangan. 

Efektivitas perlindungan juga sangat dipengaruhi oleh mekanisme pendaftaran dan 

pencatatan hak, kualitas penegakan hukum, kesadaran masyarakat, kemampuan 

lembaga terkait, serta kepatuhan pelaku usaha terhadap hak kekayaan intelektual pihak 

lain. Regulasi yang baik tetapi tidak didukung penegakan hukum yang efektif dapat 

mengurangi kepastian hukum dan menurunkan kepercayaan inventor maupun investor 

terhadap sistem perlindungan kekayaan intelektual. 

Di sisi lain, perlindungan HKI juga menghadirkan persoalan mengenai 

keseimbangan antara kepentingan pemegang hak dan kepentingan masyarakat. Hak 

eksklusif diperlukan agar pencipta dan inventor memperoleh penghargaan serta manfaat 

ekonomi atas hasil inovasinya. Namun, perlindungan yang terlalu luas atau terlalu ketat 
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juga berpotensi membatasi akses masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Oleh karena itu, sistem HKI pada prinsipnya harus mampu menciptakan keseimbangan 

antara pemberian insentif kepada inventor dengan kebutuhan masyarakat untuk 

memperoleh manfaat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Keseimbangan tersebut menjadi sangat penting terutama pada sektor-sektor yang 

berkaitan langsung dengan kepentingan publik, seperti kesehatan, pendidikan, teknologi 

pangan, energi, komunikasi, dan lingkungan. Perlindungan paten terhadap suatu 

teknologi, misalnya, harus memberikan penghargaan kepada inventor atas hasil 

penelitiannya, tetapi pada saat yang sama sistem hukum juga perlu mempertimbangkan 

kepentingan masyarakat terhadap akses teknologi yang dibutuhkan. Dengan demikian, 

perlindungan HKI harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yaitu sebagai 

instrumen untuk mendukung inovasi sekaligus kesejahteraan masyarakat. 

Dalam perspektif pembangunan ekonomi, sistem HKI yang baik juga dapat 

meningkatkan nilai ekonomi sebuah inovasi. Kekayaan intelektual dapat menjadi aset 

tidak berwujud (intangible asset) yang memiliki nilai komersial tinggi. Paten, merek, 

hak cipta, desain industri, maupun rahasia dagang dapat dimanfaatkan melalui 

mekanisme lisensi, pengalihan hak, waralaba, kerja sama teknologi, dan berbagai 

bentuk komersialisasi lainnya. Oleh karena itu, kekayaan intelektual bukan sekadar 

persoalan hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan investasi, perdagangan, 

kewirausahaan, inovasi, dan pengembangan industri. 

Bagi dunia usaha, perlindungan HKI dapat menciptakan keunggulan kompetitif. 

Perusahaan yang mampu menghasilkan teknologi atau produk inovatif membutuhkan 

jaminan bahwa investasi dalam penelitian dan pengembangan tidak dengan mudah 

dimanfaatkan oleh pesaing tanpa izin. Perlindungan yang efektif dapat meningkatkan 

keberanian perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya bagi kegiatan penelitian, 

pengembangan produk, dan inovasi. Hal tersebut pada akhirnya dapat menciptakan 

siklus positif antara perlindungan hukum, investasi dalam inovasi, komersialisasi 

teknologi, peningkatan produktivitas, dan pembangunan ekonomi. 

Peranan perguruan tinggi dan lembaga penelitian juga menjadi sangat penting 

dalam konteks perlindungan inovasi teknologi. Berbagai penelitian akademik dapat 

menghasilkan invensi yang mempunyai potensi untuk diterapkan dan dikomersialkan 

dalam dunia industri. Akan tetapi, inovasi yang dihasilkan tidak akan memberikan 

manfaat ekonomi dan sosial secara optimal apabila tidak dikelola dengan baik. 

Pemahaman mengenai paten, hak cipta, lisensi teknologi, kepemilikan hasil penelitian, 

serta mekanisme transfer teknologi menjadi diperlukan agar hasil penelitian tidak 

berhenti pada publikasi akademik, tetapi dapat dikembangkan menjadi inovasi yang 

bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan ekonomi. 

Globalisasi perdagangan semakin memperkuat kebutuhan akan harmonisasi 

perlindungan kekayaan intelektual. Aktivitas perdagangan internasional menyebabkan 

produk yang mengandung unsur kekayaan intelektual dapat dipasarkan di berbagai 

negara dengan sistem hukum yang berbeda. Perbedaan standar perlindungan berpotensi 

menimbulkan konflik dan ketidakpastian hukum. Oleh sebab itu, perkembangan sistem 

HKI tidak dapat dilepaskan dari keberadaan berbagai kesepakatan dan standar 

internasional mengenai perlindungan kekayaan intelektual. Negara-negara dituntut 

membangun sistem hukum nasional yang dapat memberikan perlindungan bagi inovasi 

domestik sekaligus memenuhi perkembangan perdagangan dan kerja sama ekonomi 

internasional. 

Bagi Indonesia, perlindungan hukum terhadap inovasi teknologi memiliki arti 

strategis dalam menghadapi persaingan ekonomi global. Indonesia mempunyai potensi 

sumber daya manusia, industri kreatif, usaha mikro, kecil dan menengah, perguruan 
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tinggi, lembaga penelitian, serta berbagai sektor teknologi yang dapat menghasilkan 

produk dan inovasi bernilai ekonomi tinggi. Namun, potensi tersebut harus didukung 

oleh kesadaran dan kemampuan untuk melindungi kekayaan intelektual yang dihasilkan. 

Rendahnya pemahaman mengenai pentingnya pendaftaran, perlindungan, pengelolaan, 

dan komersialisasi HKI dapat menyebabkan inovasi yang dihasilkan tidak memperoleh 

perlindungan dan manfaat ekonomi secara optimal. 

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah juga menghadapi persoalan tersendiri 

dalam perlindungan kekayaan intelektual. Banyak inovasi produk, merek, desain, resep, 

metode produksi, maupun kreativitas usaha yang memiliki nilai ekonomi tetapi belum 

dikelola sebagai aset kekayaan intelektual. Padahal, dalam persaingan bisnis yang 

semakin terbuka, perlindungan terhadap merek, desain, dan inovasi dapat menentukan 

keberlangsungan dan posisi kompetitif suatu usaha. Oleh karena itu, peningkatan literasi 

serta akses terhadap sistem perlindungan HKI menjadi bagian penting dalam 

pemberdayaan pelaku usaha dan pembangunan ekonomi nasional. 

Selain perlindungan melalui regulasi, diperlukan pula upaya pencegahan terhadap 

berbagai tindakan pelanggaran HKI. Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, 

peningkatan kesadaran hukum, penguatan mekanisme pengawasan, penggunaan 

teknologi untuk mendeteksi pelanggaran, serta penegakan hukum yang konsisten 

menjadi elemen penting dalam menciptakan ekosistem inovasi yang sehat. Perlindungan 

hukum yang efektif akan menciptakan rasa aman bagi inventor dan pelaku inovasi untuk 

menghasilkan teknologi baru tanpa kekhawatiran bahwa hasil kerjanya akan diambil 

atau dieksploitasi oleh pihak lain secara tidak sah. 

Tantangan perlindungan HKI pada masa mendatang juga semakin kompleks 

akibat kemunculan teknologi baru. Kecerdasan buatan, big data, cloud computing, 

blockchain, Internet of Things, teknologi genetika, dan berbagai teknologi berbasis 

algoritma menimbulkan persoalan hukum mengenai kepemilikan, pencipta, inventor, 

tanggung jawab, penggunaan data, serta batas-batas perlindungan kekayaan intelektual. 

Sebagai contoh, penggunaan kecerdasan buatan dalam menghasilkan karya atau 

membantu proses penemuan teknologi menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang 

dapat dianggap sebagai pencipta atau pihak yang berhak memperoleh perlindungan. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum kekayaan intelektual harus terus 

berkembang dan adaptif terhadap perubahan teknologi. 

Oleh karena itu, diperlukan sistem perlindungan HKI yang responsif dan mampu 

mengikuti perkembangan inovasi tanpa menghambat kemajuan teknologi. Hukum harus 

memberikan kepastian kepada pencipta dan inventor, tetapi sekaligus menyediakan 

ruang bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kompetisi yang sehat, transfer teknologi, 

dan kepentingan masyarakat. Pendekatan yang terlalu protektif dapat menghambat 

penyebaran pengetahuan, sedangkan perlindungan yang terlalu lemah dapat mengurangi 

motivasi untuk berinovasi. Keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut merupakan 

salah satu persoalan mendasar dalam pengembangan hukum kekayaan intelektual di era 

global. 

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap inovasi teknologi melalui Hak 

Kekayaan Intelektual merupakan aspek yang sangat penting dalam membangun 

ekosistem inovasi yang sehat, produktif, dan berkelanjutan. HKI tidak hanya 

memberikan perlindungan kepada pencipta dan inventor, tetapi juga menjadi instrumen 

untuk mendorong investasi, penelitian, transfer teknologi, komersialisasi inovasi, dan 

peningkatan daya saing ekonomi. Efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung 

pada kemampuan sistem hukum untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan 

teknologi dan dinamika global. 
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Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai perlindungan hukum terhadap 

inovasi teknologi melalui Hak Kekayaan Intelektual di era global menjadi penting 

dilakukan untuk memahami kedudukan dan fungsi HKI dalam melindungi hasil inovasi, 

menganalisis tantangan perlindungan hukum akibat perkembangan teknologi dan 

globalisasi, serta mengkaji bagaimana sistem HKI dapat menciptakan keseimbangan 

antara kepentingan inventor, dunia usaha, negara, dan masyarakat. Kajian tersebut 

diharapkan dapat memberikan pemahaman teoritis mengenai pentingnya membangun 

sistem perlindungan kekayaan intelektual yang memberikan kepastian hukum sekaligus 

mampu mendorong perkembangan inovasi, daya saing, dan pembangunan ekonomi di 

era global. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang diusung dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif 

(normative legal research) atau studi literatur. Fokus utama penelitian adalah mengkaji 

implementasi dan implikasi norma-norma hukum positif, khususnya yang berkaitan 

dengan Kekayaan Intelektual (HKI), terhadap fenomena sosial-ekonomi, yaitu inovasi 

teknologi dalam konteks globalisasi. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis: ia 

mendeskripsikan secara rinci prinsip-prinsip dasar HKI (Paten, Hak Cipta, dll.) dan 

perkembangan teknologi terkini; selanjutnya, ia menganalisis hubungan kausal dan 

fungsional antara kerangka regulasi HKI tersebut dengan laju dan arah inovasi, 

sekaligus mengevaluasi sejauh mana kerangka hukum tersebut mampu menciptakan 

keseimbangan antara perlindungan hak eksklusif inventor dengan kebutuhan publik 

akan difusi pengetahuan dan perkembangan teknologi lanjutan di era yang terintegrasi 

secara global. 

 

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

Sumber dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sepenuhnya 

mengandalkan data sekunder, sejalan dengan sifatnya sebagai penelitian hukum 

normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi kepustakaan (library 

research) dan dokumentasi, di mana peneliti secara sistematis mengumpulkan dan 

menelaah bahan-bahan tertulis. Sumber data dibagi menjadi tiga hierarki: Bahan Hukum 

Primer, yang menjadi otoritas utama, mencakup semua undang-undang terkait 

Kekayaan Intelektual dan perjanjian multilateral yang mengikat, seperti TRIPS 

Agreement; Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri dari interpretasi dan analisis para ahli, 

seperti buku-buku referensi hukum, jurnal-jurnal ilmiah terakreditasi, serta laporan dan 

working paper dari organisasi internasional mengenai HKI dan inovasi; dan terakhir, 

Bahan Hukum Tersier, yang berfungsi sebagai alat bantu. Proses pengumpulan 

dilakukan dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mencatat substansi hukum 

yang relevan dengan implikasi HKI terhadap siklus inovasi teknologi di pasar global. 

 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif-normatif. Analisis ini didasarkan pada penalaran hukum (legal reasoning) 

untuk mengolah bahan hukum sekunder. Prosesnya dimulai dengan Interpretasi Hukum 

(Legal Interpretation) terhadap ketentuan-ketentuan Paten, Hak Cipta, dan perjanjian 

internasional seperti TRIPS Agreement, untuk menggali maksud normatifnya. 

Selanjutnya, dilakukan Analisis Konseptual dan Koherensi untuk menguji konsistensi 

dan relevansi norma-norma HKI tersebut terhadap fenomena inovasi teknologi yang 

terus berkembang. Tahap akhir adalah Evaluasi Kritis, di mana peneliti melakukan 
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penilaian terhadap implikasi praktis dan filosofis dari HKI — apakah ia berfungsi 

optimal sebagai insentif atau justru menjadi hambatan (barrier) bagi inovasi teknologi 

di pasar global. Seluruh hasil analisis ini disajikan secara deskriptif argumentatif untuk 

membangun kesimpulan yang kredibel dan menjawab tujuan penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Review Literatur  

1. Bentuk Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Inovasi Teknologi 

Berdasarkan hasil studi kepustakaan, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 

memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap inovasi 

teknologi. Perlindungan tersebut memberikan hak tertentu kepada pencipta, inventor, 

pemilik merek, ataupun pemilik informasi bisnis untuk menguasai pemanfaatan hasil 

kreativitas dan inovasinya sesuai batas waktu serta ketentuan hukum yang berlaku. 

Menurut World Intellectual Property Organization (WIPO), sistem kekayaan 

intelektual bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan inovator dan 

kepentingan publik agar kreativitas serta inovasi dapat berkembang. 

Hasil kajian menunjukkan bahwa inovasi teknologi dapat memperoleh 

perlindungan melalui beberapa rezim HKI sesuai karakteristik objek yang dilindungi. 

Paten menjadi instrumen utama untuk melindungi invensi di bidang teknologi. Di 

Indonesia, ketentuan paten terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Paten yang terakhir mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 

65 Tahun 2024. Regulasi tersebut mendefinisikan paten sebagai hak eksklusif yang 

negara berikan kepada inventor atas invensi di bidang teknologi untuk jangka waktu 

tertentu. 

Selain paten, hak cipta memiliki relevansi terhadap teknologi digital, terutama 

terhadap program komputer serta bentuk ekspresi karya berbasis digital. Indonesia 

mengatur hak cipta melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta. Dalam konteks internasional, WIPO Copyright Treaty secara khusus 

mengakomodasi perlindungan karya dalam lingkungan digital dan mencakup 

program komputer serta kompilasi data tertentu sebagai objek yang mendapat 

perlindungan hak cipta. 

Inovasi teknologi juga dapat memanfaatkan rahasia dagang untuk melindungi 

informasi yang memiliki nilai ekonomi dan bersifat rahasia, seperti formula, metode 

produksi, algoritma tertentu, proses bisnis, atau pengetahuan teknis yang perusahaan 

tidak publikasikan. Indonesia mengatur perlindungan tersebut melalui Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Selain itu, aspek visual 

suatu produk teknologi dapat memperoleh perlindungan melalui desain industri, 

sedangkan konfigurasi tertentu pada sirkuit terpadu memiliki rezim perlindungan 

tersendiri melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak 

Sirkuit Terpadu. 

Temuan tersebut menunjukkan bahwa satu produk teknologi dapat memperoleh 

perlindungan dari beberapa jenis HKI sekaligus. Sebagai contoh, sebuah perangkat 

teknologi dapat menggunakan paten untuk melindungi invensinya, hak cipta untuk 

melindungi perangkat lunaknya, merek untuk melindungi identitas komersial produk, 

desain industri untuk melindungi tampilan produk, serta rahasia dagang untuk 

menjaga informasi teknis atau bisnis yang bersifat rahasia. 

2. Kerangka Perlindungan HKI dalam Perspektif Nasional dan Global 

Hasil studi kepustakaan juga menunjukkan bahwa perlindungan inovasi 

teknologi tidak dapat bergantung hanya pada hukum nasional. Globalisasi 

perdagangan, perkembangan internet, distribusi perangkat lunak, perdagangan 
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elektronik, serta kerja sama teknologi lintas negara membuat penggunaan dan 

pelanggaran kekayaan intelektual dapat terjadi di beberapa yurisdiksi. 

Pada tingkat internasional, Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 

Property Rights (TRIPS) menjadi salah satu kerangka utama dalam perlindungan 

HKI. TRIPS merupakan bagian dari perjanjian pembentukan World Trade 

Organization (WTO) dan menetapkan prinsip serta standar terkait perlindungan 

berbagai jenis kekayaan intelektual. Perjanjian tersebut menempatkan perlindungan 

HKI dalam hubungan dengan inovasi teknologi, penyebaran teknologi, dan 

kesejahteraan masyarakat. 

Selain TRIPS, terdapat mekanisme internasional yang membantu pemilik HKI 

memperoleh perlindungan di berbagai negara. Patent Cooperation Treaty (PCT), 

misalnya, menyediakan mekanisme pengajuan permohonan paten internasional yang 

mempermudah inventor atau perusahaan untuk mencari perlindungan di sejumlah 

negara. PCT tidak menciptakan satu ―paten internasional‖ yang berlaku otomatis di 

seluruh dunia karena keputusan pemberian paten tetap berada pada kantor paten 

nasional atau regional. 

Untuk merek, Madrid System menyediakan mekanisme terpusat yang 

memungkinkan pemilik merek mengajukan permohonan perlindungan internasional 

melalui satu sistem. Sistem tersebut membantu perusahaan yang memperluas pasar 

ke berbagai negara untuk mengelola perlindungan mereknya dengan lebih efisien. 

Dengan demikian, hasil kajian memperlihatkan hubungan yang erat antara 

peraturan HKI nasional dan sistem HKI internasional. Globalisasi menuntut inovator 

untuk tidak hanya menentukan jenis hak yang sesuai, tetapi juga menentukan 

wilayah negara tempat perlindungan hukum tersebut diperlukan. 

3. Tantangan Perlindungan Inovasi Teknologi pada Era Global 

Hasil studi kepustakaan mengidentifikasi beberapa persoalan utama dalam 

perlindungan inovasi teknologi. Pertama, perkembangan teknologi berlangsung lebih 

cepat daripada proses pembentukan dan penyesuaian hukum. Perkembangan 

kecerdasan buatan, komputasi awan, teknologi digital, platform daring, serta 

pengolahan data memunculkan persoalan baru tentang kepemilikan, penciptaan, 

penggunaan, dan komersialisasi hasil inovasi. 

Kedua, terdapat persoalan yurisdiksi dan sifat teritorial HKI. Hak paten atau 

merek pada dasarnya memperoleh perlindungan berdasarkan wilayah hukum 

tertentu. Pada saat yang sama, teknologi digital memungkinkan distribusi produk, 

perangkat lunak, dan informasi melintasi batas negara dalam waktu yang sangat 

singkat. Kondisi tersebut dapat meningkatkan kompleksitas penegakan hukum ketika 

pemilik hak, pelaku pelanggaran, server, dan konsumen berada di negara yang 

berbeda. 

Ketiga, perlindungan HKI menghadapi persoalan keseimbangan antara hak 

eksklusif dan kepentingan masyarakat. Perlindungan yang memadai dapat 

meningkatkan insentif untuk melakukan penelitian dan investasi, tetapi sistem HKI 

juga perlu mempertimbangkan transfer teknologi, persaingan yang sehat, akses 

masyarakat terhadap teknologi, serta kepentingan sosial dan ekonomi. TRIPS sendiri 

menempatkan perlindungan dan penegakan HKI dalam hubungan dengan promosi 

inovasi teknologi serta transfer dan penyebaran teknologi. 

 

Pembahasan 

Perlindungan hukum melalui HKI memiliki posisi strategis dalam mendukung 

inovasi teknologi di era global. HKI memberikan kepastian hukum dan nilai ekonomi 

kepada inovator sekaligus membuka mekanisme lisensi serta transfer teknologi. 
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Meskipun demikian, efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan hukum untuk 

beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, kualitas penegakan hukum, strategi 

perlindungan lintas negara, serta keseimbangan antara kepentingan pemegang hak dan 

kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, penguatan sistem HKI perlu ditempatkan 

sebagai bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan daya saing teknologi dan 

mendorong terciptanya ekosistem inovasi yang berkelanjutan. 

1. Peran Kekayaan Intelektual dalam Mendorong Inovasi Teknologi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem Hukum Kekayaan Intelektual 

(HKI) memiliki fungsi strategis sebagai pendorong utama inovasi di era globalisasi. 

Perlindungan hukum atas hak paten, hak cipta, dan rahasia dagang memberikan 

insentif ekonomi bagi para inovator untuk terus melakukan penelitian dan 

pengembangan (R&D). Menurut WIPO (2022), sistem HKI yang kuat mampu 

menciptakan stabilitas investasi dan mempercepat transfer teknologi lintas negara. 

Perlindungan yang jelas atas kepemilikan ide dan penemuan baru juga meningkatkan 

nilai aset tak berwujud (intangible assets) perusahaan. 

Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada 

sistem hukum dan kapasitas penegakan peraturan di masing-masing negara. Negara 

berkembang seperti Indonesia masih menghadapi tantangan berupa rendahnya 

kesadaran hukum masyarakat dan lemahnya infrastruktur kelembagaan HKI (Saidin, 

2019). Hal ini mengakibatkan difusi teknologi dan kolaborasi riset antarnegara 

menjadi tidak optimal karena minimnya kepercayaan terhadap sistem perlindungan 

hukum yang ada. 

2. Tantangan Hukum di Era Globalisasi dan Disrupsi Teknologi 

Perkembangan globalisasi dan revolusi industri 4.0 menimbulkan tantangan 

baru dalam pengaturan HKI. Fenomena patent thickets, yakni tumpang tindih 

kepemilikan paten dalam satu bidang teknologi, menjadi penghambat besar bagi 

inovator baru untuk masuk ke pasar (Shapiro, 2001). Selain itu, praktik cross-

licensing antarperusahaan multinasional kerap menimbulkan konsentrasi pasar yang 

tidak sehat, mempersempit ruang inovasi bagi pelaku usaha kecil dan menengah. 

Teknologi disruptif seperti Artificial Intelligence (AI) memperluas 

kompleksitas hukum HKI karena sistem AI kini mampu menghasilkan karya atau 

penemuan baru. Hal ini memunculkan pertanyaan yuridis mengenai siapa yang 

berhak menjadi ―inventor‖ atas hasil ciptaan AI (Abbott, 2020). Banyak yurisdiksi 

belum memiliki regulasi yang memadai untuk menjawab persoalan ini, termasuk 

Indonesia. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan hukum (legal vacuum) yang 

dapat menghambat perlindungan terhadap hasil inovasi berbasis AI. 

3. Implikasi Ekonomi dan Sosial dari Perlindungan HKI Terhadap Inovasi 

Dari perspektif ekonomi, sistem HKI yang efisien berkontribusi pada 

peningkatan produktivitas nasional dengan mendorong investasi jangka panjang di 

sektor teknologi tinggi. Namun, penerapan perlindungan yang terlalu ketat dapat 

berdampak negatif pada inovasi lanjutan karena membatasi akses terhadap teknologi 

dasar (Bessen & Maskin, 2009). 

Di sisi sosial, HKI berpotensi menimbulkan ketimpangan akses, terutama 

dalam industri kesehatan dan bioteknologi. Perlindungan paten terhadap obat-obatan 

esensial dapat memperlambat distribusi dan meningkatkan harga produk, sehingga 

menghambat hak masyarakat atas kesehatan (Correa, 2015). Oleh karena itu, 

pendekatan hukum yang adaptif dan pro-keadilan perlu diterapkan agar perlindungan 

HKI tidak bertentangan dengan kepentingan publik. 

Dengan demikian, kebijakan HKI perlu terhubung dengan kebijakan 

pengembangan ilmu pengetahuan, industri, pendidikan, investasi, serta penelitian dan 
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pengembangan. Perlindungan hak tanpa kemampuan untuk menciptakan dan 

menyerap teknologi dapat membatasi manfaat sistem HKI bagi pembangunan 

ekonomi nasional. 

4. Strategi Penguatan Sistem HKI yang Pro-Inovasi 

Agar HKI benar-benar mendukung inovasi, diperlukan reformasi kebijakan 

yang bersifat adaptif dan kolaboratif. Berdasarkan analisis terhadap berbagai literatur 

dan praktik internasional, beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain: 

a. Peningkatan kapasitas kelembagaan HKI melalui modernisasi sistem administrasi 

paten dan pelatihan sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual (DGIP, 2021). 

b. Mendorong lisensi terbuka (open licensing) untuk memperkuat kolaborasi antara 

universitas, lembaga penelitian, dan industri (OECD, 2019). 

c. Pembentukan pusat inovasi nasional yang berperan sebagai penghubung antara 

riset akademik dan kebutuhan industri. 

d. Revisi regulasi HKI nasional agar responsif terhadap teknologi baru seperti AI, 

blockchain, dan bioteknologi (UNCTAD, 2020). 

Pendekatan ini diharapkan mampu mengubah paradigma HKI dari sekadar alat 

proteksi menjadi instrumen akselerasi inovasi dan pembangunan berkelanjutan. 

5. Analisis Normatif Terhadap Efektivitas Hukum Kekayaan Intelektual 

Secara normatif, keberadaan TRIPS Agreement (Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Rights) memberikan standar minimal perlindungan HKI bagi 

negara-negara anggota WTO. Namun, implementasinya sering kali menimbulkan 

ketimpangan karena perbedaan kemampuan ekonomi dan infrastruktur hukum 

antarnegara (Gervais, 2021). 

Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih 

perlu diperkuat dengan sistem penegakan yang konsisten serta edukasi publik. 

Harmonisasi hukum nasional dengan perjanjian internasional harus memperhatikan 

prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945, agar 

perlindungan HKI tidak hanya menguntungkan korporasi besar, tetapi juga 

mendukung pengembangan inovasi lokal dan UMKM. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum 

terhadap inovasi teknologi melalui Hak Kekayaan Intelektual di era global, dapat 

disimpulkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peran penting dalam 

memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hasil inovasi teknologi. 

Perlindungan tersebut dapat diberikan melalui berbagai rezim HKI, antara lain paten, 

hak cipta, merek, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. 

Pemilihan jenis perlindungan harus menyesuaikan karakteristik inovasi karena suatu 

produk teknologi dapat memperoleh perlindungan dari lebih dari satu jenis HKI. 

Dalam konteks global, perlindungan HKI tidak hanya bergantung pada ketentuan 

hukum nasional, tetapi juga berkaitan dengan berbagai perjanjian dan mekanisme 

internasional, seperti TRIPS Agreement, Patent Cooperation Treaty (PCT), serta sistem 

perlindungan yang berada dalam kerangka World Intellectual Property Organization 

(WIPO). Keberadaan instrumen tersebut memberikan peluang bagi inventor dan pelaku 

usaha untuk memperluas perlindungan terhadap inovasinya di berbagai negara. 

Meskipun demikian, sifat teritorial HKI, perbedaan regulasi antarnegara, perkembangan 

teknologi yang sangat cepat, serta pelanggaran dalam lingkungan digital masih menjadi 

tantangan dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif. 
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Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perlindungan HKI tidak hanya 

bertujuan melindungi hak eksklusif inventor, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam 

mendorong penelitian, investasi, komersialisasi inovasi, dan transfer teknologi. Oleh 

karena itu, sistem perlindungan HKI perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan 

pemegang hak dengan kepentingan masyarakat agar perlindungan hukum tidak 

menghambat akses terhadap ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, dan 

persaingan usaha yang sehat. 

Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum terhadap inovasi teknologi di 

era global memerlukan regulasi yang adaptif, penegakan hukum yang konsisten, 

peningkatan pemahaman mengenai HKI, strategi pengelolaan kekayaan intelektual yang 

terintegrasi, serta kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, perguruan 

tinggi, lembaga penelitian, inventor, dan pelaku usaha. Penguatan berbagai aspek 

tersebut dapat menciptakan kepastian hukum bagi inovator, meningkatkan nilai 

ekonomi hasil inovasi, mendukung transfer teknologi, serta memperkuat daya saing 

Indonesia dalam perkembangan ekonomi dan teknologi global. 

 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis 

ingin mengemukakan beberapa saran berkaitan dengan hasil penelitian ini, yaitu: 

1. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum 

Pemerintah perlu memperkuat regulasi Hak Kekayaan Intelektual agar tetap 

relevan dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Pemerintah juga perlu 

meningkatkan pelayanan pendaftaran HKI, memperluas sosialisasi kepada 

masyarakat, serta menyediakan dukungan bagi inventor, UMKM, perusahaan 

rintisan, dan lembaga penelitian dalam memperoleh perlindungan hukum atas 

inovasinya. Selain itu, aparat penegak hukum perlu meningkatkan konsistensi dan 

efektivitas penanganan pelanggaran HKI, khususnya pelanggaran yang terjadi 

melalui media digital dan lintas negara. Peningkatan kompetensi aparat dalam 

memahami karakteristik teknologi dan jenis-jenis pelanggaran HKI juga penting 

untuk menciptakan kepastian hukum bagi pemegang hak. 

2. Bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Lembaga Terkait 

Lembaga yang menangani kekayaan intelektual perlu meningkatkan 

kemudahan akses informasi, efisiensi proses administrasi, serta pelayanan konsultasi 

mengenai perlindungan HKI. Lembaga terkait juga perlu memperluas edukasi 

mengenai pemilihan jenis perlindungan yang tepat, seperti paten, hak cipta, merek, 

desain industri, dan rahasia dagang. Melalui upaya tersebut diharapkan sistem HKI di 

Indonesia tidak hanya menjadi alat proteksi hukum, tetapi juga pilar utama dalam 

mewujudkan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based economy) yang 

berdaya saing di tingkat global. 

3. Bagi Pelaku Usaha 

Pelaku usaha perlu meningkatkan kesadaran bahwa inovasi, merek, desain, 

perangkat lunak, dan informasi bisnis memiliki nilai ekonomi yang perlu 

memperoleh perlindungan. Pelaku usaha dapat memanfaatkan program 

pendampingan, konsultasi, serta fasilitas pendaftaran HKI yang tersedia agar inovasi 

tidak mudah digunakan oleh pihak lain tanpa izin. Dengan demikian, HKI dapat 

menjadi bagian dari strategi bisnis agar produk aman, memiliki nilai jual tinggi, dan 

terlindungi dari peniruan pihak lain sehingga dapat memperkuat daya saing produk di 

pasar global. 
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